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TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

Menimbang

UMUM, DAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

a. bahwa Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengamanatkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan
Pers untuk melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran,
dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga
penyiaran atau media massa cetak;

bahwa Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengamanatkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk melakukan
pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu;

bahwa Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengamanatkan kepada KPU untuk membuat ketentuan lebih
lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye
Pemilu;
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bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu melibatkan
Bawaslu, dan Komisi Penyiaran Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu, dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan
dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012
tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan
Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 77) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01/P/KP1/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);

8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
02/P/KP1/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pedoman  Pengawasan Kampanye Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 625) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 791);

11. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang
Kode Etik Jurnalistik;

Hasil Rapat Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers
tanggal 4 - 5 Oktober 2013 dan tanggal 7 - 8 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN
PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Membentuk Gugus Tugas tentang Pengawasan dan Pemantauan
Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ruang Lingkup Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum
Pertama meliputi Pengawasan, pelaporan, dan penanganan dugaan
pelanggaran dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan
kewenangan masing-masing lembagg.§,.\" _{
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Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-
masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas.

Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk menyusun Prosedur
Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan,
Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Menugaskan kepada Gugus Tugas untuk melaksanakan Prosedur
Standar Operasional Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan,
Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat Gugus Tugas berkedudukan di Kantor Badan Pengawas
Pemilihan Umum.

Masa kerja Gugus Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berakhir.

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas bertanggung jawab
kepada Pimpinan masing-masing lembaga.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing
lembaga.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Okteber 2013




